
 
 

SALINAN 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERLAKUAN KHUSUS UNTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN PADA 

DAERAH DAN SEKTOR TERTENTU DI INDONESIA 

YANG TERKENA DAMPAK BENCANA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 
 

Menimbang :  a.   bahwa bencana yang telah beberapa kali melanda 

berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh 
kondisi alam maupun nonalam, pada umumnya 

menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan sektor 
tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana; 

b.  bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan 
kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan 
perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada 

daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena 
bencana; 

c.  bahwa perlakuan khusus untuk lembaga jasa 
keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia 
yang terkena bencana dimaksud, diterapkan dengan 

tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 
Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan 

pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang 
Terkena Dampak Bencana; 

 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3608);  

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4867);  
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);  

  5.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5394); 

 
 MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN 
PADA DAERAH DAN SEKTOR TERTENTU DI INDONESIA 

YANG TERKENA DAMPAK BENCANA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang  
dimaksud dengan: 

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat 
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di 
sektor perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, 

dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.  
2. Perbankan yang selanjutnya disebut Bank adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  

3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat 
BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional termasuk kantor cabang 

dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 
4. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS 

adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah. 

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS 

adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi 
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah.  
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6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat 
BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 

disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam 

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran. 

8. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan 
dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 
berkaitan dengan efek. 

9. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya 

disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan 
kegiatan di sektor lembaga pembiayaan dan lembaga 

jasa keuangan lainnya. 
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku 

industri di sektor jasa keuangan, dan/atau 
memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. 
 

Pasal 2 
(1) OJK memberikan perlakuan khusus bagi LJK dan 

pelaku industri untuk diterapkan pada: 
a. daerah tertentu; dan/atau 
b. sektor tertentu, 

di Indonesia yang terkena dampak bencana. 
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan untuk: 

a. Bank;  
b. industri pasar modal; dan 

c. LJKNB. 
 

BAB II 

PENETAPAN DAERAH DAN/ATAU SEKTOR TERTENTU DI 
INDONESIA YANG TERKENA DAMPAK BENCANA SERTA 

JANGKA WAKTU PERLAKUAN KHUSUS 
 

Pasal 3 

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan daerah dan/atau 
sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana 
serta jangka waktu perlakuan khusus. 

 
Pasal 4 

Penentuan daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena 
Bencana dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan 
memperhatikan aspek:  

a. luas wilayah yang terkena Bencana;  
b. jumlah korban jiwa;  

c. jumlah kerugian materiil;  
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d. jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak 
Bencana;  

e. persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang 
diberikan kepada debitur yang terkena dampak 
Bencana terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di 

daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena Bencana;  
f. persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan 

plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan 
di daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena 

dampak Bencana; dan/atau 
g. aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan 

perlu untuk dipertimbangkan. 

 
BAB III 

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK BANK 
 

Bagian Pertama 

Umum 
 

Pasal 5 

(1) Bank meliputi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.  
(2) Bank dapat menerapkan perlakuan khusus untuk 

debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana. 

(3) Perlakuan khusus untuk debitur pada daerah 

dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena 
dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 
a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan 
b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 

(4) Bank dalam menerapkan perlakuan khusus untuk 
debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan prinsip 
kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko sesuai 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
penerapan manajemen risiko bank. 

 

Bagian Kedua 
Penetapan Kualitas Aset 

 
Pasal 6 

(1) Penetapan kualitas aset berupa: 

a. kredit pada BUK;  
b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau  
c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, 

bagi debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana dengan plafon 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 
pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. 

(2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.  
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(3) Plafon: 
a. kredit pada BUK;  

b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau  
c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik 

untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.  
 

Pasal 7 
(1) Penetapan kualitas aset berupa: 

a. kredit pada BPR; dan/atau 

b. pembiayaan pada BPRS,  
bagi debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana dengan plafon 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran 

pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. 
(2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.  
(3) Plafon: 

a. kredit pada BPR; dan/atau 
b. pembiayaan pada BPRS,  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik 

untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha 
yang sama.  

 
Bagian Ketiga 

Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan 

 
Pasal 8 

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi 

ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.  
(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap 
kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum 
maupun setelah debitur terkena dampak Bencana. 

(3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang 
direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan 
perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan. 
(4) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan 

restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan 
prinsip kehati-hatian. 

(5) Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang 
direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam sistem layanan informasi keuangan dengan kode 
sifat kredit atau pembiayaan berupa “kredit atau 
pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka 

kebijakan stimulus”. 
 

Pasal 9 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku 
untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan: 

a. diberikan kepada debitur pada daerah dan/atau sektor 
tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana; 
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dan 
b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak 

Bencana. 
 

Bagian Keempat 

Pemberian Penyediaan Dana Baru 
 

Pasal 10 
(1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan 

dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada 

debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana.  

(2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah 

dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 
penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.  

(3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1): 
a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang baru dengan plafon 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1); atau 

b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau 
penyediaan dana lain yang baru dengan plafon 

lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah), penetapan kualitas kredit atau 
pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. 
 

BAB IV 

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK INDUSTRI  
PASAR MODAL 

 
Pasal 11 

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan 

kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan 
mengurangi tekanan, menjaga stabilitas Pasar Modal 

dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri di 
daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak 
Bencana. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berupa kebijakan 
untuk mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas 

Pasar Modal serta bentuk pemberian relaksasi kepada  
pelaku industri di daerah dan/atau sektor tertentu 

yang terdampak Bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 
 

 
 



- 7 - 
 

BAB V 
PERLAKUAN KHUSUS UNTUK LJKNB 

 
Pasal 12 

(1) LJKNB meliputi: 

a. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas: 
1. perusahaan pembiayaan; 

2. perusahaan pembiayaan syariah; 
3. perusahaan modal ventura; 
4. perusahaan modal ventura syariah; dan 

5. perusahaan pembiayaan infrastruktur, 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 

lembaga pembiayaan; dan 
b. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas: 

1. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai 

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; 
2. perusahaan pembiayaan sekunder 

perumahan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai perusahaan pembiayaan sekunder 

perumahan; 
3. lembaga keuangan mikro sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai lembaga 
keuangan mikro; 

4. PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai PT 

Permodalan Nasional Madani; dan 
5. penyelenggara layanan pendanaan bersama 

berbasis teknologi informasi sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai layanan 

pendanaan bersama berbasis teknologi 
informasi. 

(2) Ketentuan mengenai penerapan perlakuan khusus 

untuk debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana, penetapan 

kualitas aset, restrukturisasi kredit atau pembiayaan, 
dan pemberian penyediaan dana baru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 

9, dan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku bagi penyelenggara layanan pendanaan 

bersama berbasis teknologi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b angka 5. 

 
Pasal 13 

(1) Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis 

teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 5 memfasilitasi 

permohonan restrukturisasi pendanaan yang diajukan  
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oleh penerima dana yang terkena dampak Bencana 
kepada pemberi dana. 

(2) Restrukturisasi pendanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan 
persetujuan dari pemberi dana. 

(3) Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis 
teknologi informasi mendokumentasikan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku, ketentuan dalam:  
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
317, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5787); 
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan 
Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6192); 

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif 
dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6239); 
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6286); 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perusahaan Pembiayaan Syarian dan Unit 

Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6320); 
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT 
Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6357); 

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif 
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dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset 
Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6424); 

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset 

Bank Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6440);  
i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6576);  

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6724); 

k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6764); 
l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1/OJK, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1/OJK); dan 
m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan 
Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2/OJK); 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan ini. 

(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 
berlaku: 
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus 
terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi 

Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena 
Bencana Alam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6094); dan 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 
10/39/PBI/2008 tentang Peraturan Pelaksanaan 
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Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan 
Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 204, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4949), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
(3) Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

ini, Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penetapan sebagai daerah yang 
memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau 
pembiayaan bank atau pengaturan bagi Bank yang 

sebelumnya mengacu pada ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, masih tetap berlaku 

sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dimaksud. 

 

Pasal 15 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
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Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Mufli Asmawidjaja 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Oktober 2022        
       
KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

       MAHENDRA SIREGAR 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Oktober 2022 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 
YASONNA H. LAOLY 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2022 
TENTANG 

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN PADA 

DAERAH DAN SEKTOR TERTENTU DI INDONESIA 
YANG TERKENA DAMPAK BENCANA 

 

I. UMUM 
Beberapa tahun terakhir, Indonesia dilanda Bencana yang 

disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam. Beberapa Bencana 
yang disebabkan oleh kondisi alam terjadi mengingat beberapa daerah 
di Indonesia berada dalam wilayah rawan terhadap potensi Bencana. 

Selanjutnya, pada perkembangannya beberapa Bencana dapat terjadi 
karena kondisi nonalam seperti beberapa virus yang dapat menyerang 

manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun 
karena sebab lainnya. Termasuk Bencana yang disebabkan oleh faktor 
nonalam yaitu Bencana sosial yang merupakan Bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan 
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau 
antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

Bencana dimaksud dapat menyebabkan dampak kerugian yang 
cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan/atau 

sektor tertentu yang terkena dampak Bencana. Dampak kerugian 
tersebut dapat segera diminimalisir dengan memberikan perlakuan 
khusus untuk LJK untuk daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia 

yang terkena Bencana. Perlakuan khusus yang akan diberikan 
merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi 
perekonomian. Perlakuan khusus untuk LJK diterapkan dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan dalam penerapannya (moral hazard).  

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang 
perlakuan khusus untuk LJK pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Cukup jelas.
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Pasal 3 
Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

 
Pasal 5 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “debitur pada daerah dan/atau sektor 
tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana” adalah 
debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban 

pada Bank karena debitur atau usaha debitur berada pada 
daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak Bencana. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan 
manajemen risiko Bank: 
a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank umum; 
b. bagi BUS dan UUS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum 
syariah dan unit usaha syariah; 

c. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan 
rakyat; dan  

d. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan 
rakyat syariah. 

Salah satu manajemen risiko yang dapat dilakukan Bank 
antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur pada 
daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena 

dampak Bencana yang layak mendapatkan perlakuan khusus 
sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

 
Pasal 6 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah 
penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit.  

Ayat (2) 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 
kualitas aset: 

a. bagi BUK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
penilaian kualitas aset bank umum; atau  

b. bagi BUS atau UUS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan 
unit usaha syariah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2)   
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

kualitas aset: 
a. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; 
atau  

b. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan 
penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat 

syariah. 
Ayat (3)   

Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan 
terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan 

kepada debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di 
Indonesia yang terkena dampak Bencana tanpa batasan 
plafon. 

Ayat (2) 
Contoh restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan 

terhadap: 
a. Kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum debitur 

terkena dampak Bencana 

Debitur “D” telah diberikan kredit atau pembiayaan sejak 
15 Januari 2021. Bencana terjadi pada 17 Juli 2022, dan 

debitur “D” terdampak Bencana. Ketika debitur “D” 
diberikan restrukturisasi setelah 17 Juli 2022, kualitas 
kredit atau pembiayaan debitur "D" dapat ditetapkan 

“lancar” sejak diberikan restrukturisasi. 
b. Kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah debitur 

terkena dampak Bencana 

Bencana terjadi pada 17 Juli 2022. Debitur “D” terdampak 
bencana dan diberikan kredit atau pembiayaan pada 20 

Desember 2022. Ketika ke depannya debitur “D” diberikan 
restrukturisasi, kualitas kredit atau pembiayaan debitur 
"D" dapat ditetapkan “lancar” sejak diberikan 

restrukturisasi. 
Pelaksanaan restrukturisasi:  

a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset 
bank umum; 

b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 
kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah; 

c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif 

dan pembentukan penyisihan penghapusan aset 
produktif bank perkreditan rakyat; dan 

d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset 
produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan 

aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. 
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Ayat (3) 
Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan 

yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau 
pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan 
pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan 

kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau 
pembiayaan.  

Ayat (4) 
Contoh penyesuaian mekanisme persetujuan kredit atau 
pembiayaan yang direstrukturisasi antara lain:  

a. anggota direksi dapat memberikan izin prinsip terhadap 
kredit atau pembiayaan dan debitur yang ditetapkan 
sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini dan mendelegasikan 
kewenangan kepada pejabat pada level tertentu untuk 

memberikan persetujuan atau keputusan restrukturisasi 
kredit atau pembiayaan tersebut;  

b. persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi 

dari pemutus kredit atau pembiayaan, namun dapat 
dilakukan secara kolektif setelah menetapkan kriteria 
debitur yang layak mendapatkan restrukturisasi 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau 
c. mekanisme lain sesuai dengan kondisi teknis yang 

dihadapi Bank, dengan tetap menerapkan prinsip 
objektivitas, independensi, menghindari benturan 
kepentingan, dan kewajaran. 

Ayat (5) 
Pelaporan dalam sistem layanan informasi keuangan 

dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem 
layanan informasi keuangan. 

 
Pasal 9 

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau 

pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak 
Bencana. 

Contoh: 
Bencana terjadi pada daerah A pada tanggal 1 Agustus 2022. Bank 
“LHA” melakukan restrukturisasi kredit debitur “C” setelah terkena 

dampak Bencana pada tanggal 10 Agustus 2022, sebelum 
pemberlakuan perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2022, 
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan daerah A sebagai daerah yang 
terkena dampak Bencana. Bank “LHA” dapat menerapkan 

perlakuan khusus atas kredit debitur “C” yaitu ditetapkan lancar 
sejak laporan bulanan bank posisi akhir bulan September 2022. 
 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

kualitas aset: 
a. bagi BUK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum; 

b. bagi BUS dan UUS, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank 

umum syariah dan unit usaha syariah; 
c. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan 

penyisihan penghapusan aset produktif bank 
perkreditan rakyat; atau 

d. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan 
penyisihan penghapusan aset produktif bank 

pembiayaan rakyat syariah. 
 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
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